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ABSTRAK: • bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga permusyawaratan rakyat, 

lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu 

mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan 

memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk mewujudkan 

lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga 

perwakilan daerah perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, serta UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu membentuk undang undang 

tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

• Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7A, Pasal 7B, pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 

18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 22B, 

Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23E ayat (2) dan ayat 

(3), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24A ayat (3), Pasal 24B ayat (3), Pasal 24C ayat (2) 

dan ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 

• Dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan 

lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta 

menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan 

tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

CATATAN: • Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014. 

• mencabut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

• 215 halaman 

 


